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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasiekentralisasi ditandai
dengan berlakunya undang-undang Otonomi Daerah N@thdahun 1999 dan
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahQ4 2tentang
Pemerintahan Daerah, dengan diserahkannya sejlkeVeénangan yang semula
menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemeriaitalal.

Menurut Rasyid (2005:8) tujuan utama kebijakan otondaerah adalah

untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-bgdoag tidak perlu

dalam menangani urusan domestik, sehingga penterinfausat
berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespenbagai
kecenderungan global dalam mengambil manfaat daamya.

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa dedigarahkannya
sejumlah kewenangan kepada pemerintah daerahrtemfiberikan ruang kepada
pemerintah pusat untuk merespon perkembangan glakah rangka memajukan
dan mengembangkan seluruh sektor kehidupan masyarakial ini berarti,
bahwa dengan diserahkannya sejumlah kewenangampelaerintah pusat ke
pemerintah daerah, memberikan ruang dan kesemp@faada semua daerah
otonom untuk membangun, mengurus, dan mengembanglka/ahnya masing-
masing.

Senada dengan pernyataan tersebut di atas, Surl{@kI00:9),
mengemukakan bahwa kewenangan otonomi diberikamdeemlaerah untuk

memelihara dan mengembangkan identitas budaya. IBledlini dapat dipahami

bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragalaupiahasa, dan budaya



lokal perlu dipertahankan dan dikembangkan mel&&bijakan otonomi agar
kearifan lokal tetap terjaga dan diharapkan mammnunjang pembangunan
nasional.

Impilikasi berlakunya otonomi daerah menyebabkarulpahan dalam
berbagai aspek pembangunan di Indonesia termaspkkadesentralisasi
pendidikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan tlaksssi pendidikan sangat
urgen untuk dilaksanakan diantaranya: pembangunasyarakat demokrasi,
pengembangarsocial capital, dan peningkatan daya saing bangsa (Tilaar,
2002:20). Ketiga hal tersebut cukup dijadikan amasuntuk pelaksanaan
desentralisasi bidang pendidikan.

Upaya untuk melancarkan dan mensukseskan pelasatanomi daerah
terutama di bidang pendidikan, dibutuhkan manuareberkualitas sebagaimana
fungsi pendidikan bangsa Indonesia yang tertuatajrdblndang—Undang Nomor
20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, yaituusi@anyang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlalkasdhat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang aaamatis serta bertanggung
jawab.

Fungsi pendidikan tersebut mengandung harapan amgat besar
terhadap pembentukan manusia yang berkualitas Kelancaran pembangunan
bangsa Indonesia terutama pada wilayah daerah gdomegikan mandat untuk
mengembangkan dan mengintegrasikan budaya lokal dam wilayah
pendidikan nasional, sehingga terjadi keseimbarmamgetahuan nasional dan

pengetahuan lokal daerah.



Upaya untuk merealisasikan harapan-harapan terseberbagai
pembaharuan dalam pendidikan terus diupayakanpaseterintah. Pembaharuan
tersebut ada yang menyangkut pengambilan keputleakebijakan, Paradigma
manajemen, pengelolaan sumber-sumber, paradigmgempéangan kurikulum,
pengelolaan keuangan, serta mekanisme evaluasi.

Pembaharuan pendidikan yang menyangkut pengamkgaatusan dan
kebijakan misalnya, dengan diberlakukannya UU NoB8itahun 2004 tentang
desentralisasi pemerintahan, salah satu bidang yarigdi desentralisasikan
adalah bidang pendidikan. Pembaharuan dalam siptargelolaan pendidikan
dapat dilihat dengan adanya konssghool Based Management (MBS), yaitu
model pengelolaan pendidikan yang lebih memberikeamandirian masing-
masing satuan pendidikan untuk mengelola dan mesgsekolahnya sesuai
dengan kebutuhan dan potensinya dengan dibantu robdyarakat setempat.
Kebijakan MBS tersebut diharapkan sekolah lebih dmanmelalui pemberian
kewenangan (otonom) dan fleksibelitas kepala sekdédam mengelolah sumber
daya; mendorong partisipasi masyarakat untuk m&atkgn mutu pendidikan”.

Pembaharuan dalam pengelolaan sumber-sumber belajaat dilihat
dengan adanya keterlibatan masyarakat serta peatamfdingkungan sebagai
faktor pendukung pembelajaran, serta adanya ruaag pendidik untuk
menciptakan sumber belajar dengan memanfaatkamgpolegkungan demi
mencapai hasil belajar yang maksimal. Pembaharidamd pengembangan
kurikulum dapat dilihat dengan diberlakukannya Kulim Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) yaitu kurikulum dengan paradigbaau pengembangannya



yang memberikan kewenangan kepada masing-masiognsaendidikan untuk
menyusun dan mengembangkan materi pelajaran sdsugan kebutuhan dan
potensi sekolah.

Hal tersebut dimaksudkan agar kurikulum yang dapkan di setiap
sekolah dapat lebih bermakna, sesuai dengan keasklariah, serta dapat
menciptakan penyeimbangan materi ajar antara kiegant nasional dan
kepentingan lokal melalui kurikulum muatan lokagdangkan pembaharuan
dalam evaluasi dapat dilihat dengan diberlakukargisi@m ujian nasional (UN)
yang semula menggunakan evaluasi belajar tahap @kBITA) dan evaluasi
belajar tahap akhir nasional (EBTANAS).

Pembaharuan dalam Pendidikan tersebut didasatimpangan bahwa
sistem pendidikan harus mampu menjamin pemeratasenkpatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi jearen pendidikan untuk
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan peambkéhidupan lokal,
nasional, dan global. Hal ini dijabarkan melalurgteran pemeritah nomor 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sy&Pg meliputi: standar
isi, standar proses, standar kompetensi lulusandat pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, stgetagelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Balasal 2).

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dargkat kompetensi
minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimatlg jenjang dan jenis
satuan pendidikan tertentu, sedangkan Standar kemgdulusan (SKL) meliputi

standar kompetensi lulusan minimal kelompok mat#j@ean, dan standar



kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, yang ddlaamuara pada kompetensi
dasar (KD). Standar isi (SI) sebagaimana dalam @wiiknas nomor 22 tahun
2003 memuat kerangka dasar kurikulum, struktur kklwim, beban belajar,

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalendezndidikan/akademik.

Kerangka dasar kurikulum meliputi; kelompok matsa@ean agama dan akhlak
mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraankéanibadian, kelompok

mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, orkgbk mata pelajaran
estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, ok dan kesehatan,
sedangkan dalam struktur kurikulum memuat tentaolg plan susunan mata
pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta did#nu&egiatan pembelajaran,
yang terdiri dari: mata pelajaran, pengembangartdin muatan lokal.

Kebijakan untuk mengakomodir mata pelajaran mudtd@l dalam
standar isi dilandasi oleh keyataan bahwa Indortesiéri dari beribu-ribu pulau
serta beraneka ragam kebudayaan. Sekolah tempajrapro pendidikan
dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. ®&bna itu, program
pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan Yaag kepada peserta didik
tentang kearifan lokal yang ada dilingkungan sehiya.

Muatan lokal merupakan program pendidikan yang dan media
penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alamgklingan sosial serta
lingkungan budaya dan kebutuhan daerah yang wigdajari oleh peserta didik.
Secara umum, tujuan penerapan muatan lokal untuknbmekan bekal
pengetahuan, ketrampilan dan sikap hidup kepadertpedidik agar memiliki

wawasan yang mantap tentang lingkungan dan mastasakuai dengan nilai-



nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kmslangan pembangunan

daerah serta pembangunan nasional. Secara khusesapan muatan lokal

bertujuan agar peserta didik:

1.

2.

Mengenal dan menjadi akrab dengan lingkungam,aiagkungan sosial,
dan lingkungan budayanya;

Memiliki bekal kemampuan dan ketrampilan sedagetahuan mengenai
daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingknngasyarakat pada
umumnya;

. Memiliki sikap dan prilaku yang selaras dengdai4milai/aturan-aturan

yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan damgembangkan nilai-
nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjpegibangunan
nasional;

. Menyadari lingkungan dan masalah-msalah yangdadaasyarakat serta

dapat membantu mencari pemecahannya (Depdiknas).200

Mencermati rumusan tujuan penerapan muatan lokad) yeotabenenya

menekankan pada keakraban peserta didik dengakufiggn, budaya serta

potensi daerah dimana sekolah diselenggarakan, adkdeberapa aspek yang

menjadi perhatian dalam implementasi muatan lokkladn; a). muatan lokal

harus disesuaikan dengan keadaan daerah; b). miaki harus berdasarkan

potensi yang dimiliki oleh daerah; c). muatan lokarus sejalan dengan

kebutuhan daerah atau masyarakat. Namun demiki@eyauuntuk mencapai

tujuan muatan lokal yang telah dirumuskan di atasuttidak semudah membalik

telapak tangan, dalam artian bahwa implementastandakal di lapangan masih

terdapat serba-serbi persoalan yang perlu dipenab&essama oleh para praktisi

pendidikan. Larudi (2008:10) dalam penelitiannyengatakan bahwa:

kendala yang ditemui dalam proses penerapan kurikuhuatan lokal,
diantaranya; keterbatasan pemahaman guru mengenatam lokal;
kurangnya sumber daya manusia sebagai tim penggmkarkulum
muatan lokal di daerah atau di sekolah; adanya paman bahwa muatan
lokal adalah bahasa daerah sehingga yang diajatkaetiap sekolah



adalah bahasa daerah; kurang di manfaatkannyaulgghk masyarakat
sebagai sumber belajar dalam penerapan muatan lokal

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penekapikulum muatan
lokal di sekolah masih membutuhkan perbaikan teratapada tahap
pengembangan kurikulum muatan lokalnya. Hal iniadaplakukan dengan jalan
sosialisasi dan pelatihan agar Kepala Madrasahy-Gunu, Staf, dan seluruh
stekeholder di setiap satuan pendidikan memaharkikke penerapan dan
pengembangan kurikulum muatan lokal.

Senada dengan pendapat di atas Cham dan Tuti EX0:
mengemukakan kendala utama penerapan kurikuluntamigkal adalah terbatas
dan kurangnya sumber daya manusia di sektor pésadidialam mengembangkan
kurikulum muatan lokal. Begitu pula Mulyasa (199@)am penelitiannya, bahwa
kurikulum muatan lokal belum dilaksanakan secaran@d, baik perencanaan
maupun pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengannbeligunakannya metode
yang bervariasi, belum digunakannya secara optm&ldia dan sumber belajar
yang terdapat di masyarakat, serta belum dilakukankerja sama dengan
masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaampumaavaluasi kurikulum
muatan lokal.

Beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkaratds menunjukkan
perlunya terobosan dari pemerintah yang menangalaing pendidikan untuk
memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholdetidp satuan pendidikan
tentang hakikat penerapan kurikulum muatan lokah sistim pengembangannya
agar tujuan penerapan kurikulum muatan lokal yteigh dirumuskan dapat

tercapai dengan maksimal.



Madarasah Tsanawiyah (MTs) al-Junaidiyah yang kasio di kota
Watampone kabupaten Bone merupakan pilihan penlitik dijadikan sebagai
lokasi penelitian karena dari pengamatan awal penetdapat sesuatu yang
berbeda dengan madrasah bahkan sekolah lain yandj &hbupaten Bone, yaitu
diterapkannya baca tulis al-Qur'an sebagai muatéal,| sedangkan madrasah
lain pada umumnya menerapkan bahasa daerah dan fadduppa sebagai
muatan lokal. Hal tersebut didasari pemikiran baket@rampilan membaca dan
menulis al-Quran peserta didik di MTs al-Junaidiys/atampone dianggap
penting karena merupakan tuntutan sosial masyayakaf masih bersifat religius
dan masih memegang nilai-nilai al-Qur'an sebagaadaidup. Terbukti pada
tahun 2009 melalui Pemerintah Derah Kabupaten Belah mengeluarkan Perda
nomor 11 tentang pemberantasan buta aksara alfQura
http://imvww.djpp.kemenkumham.go.id/files/Id/2009/ledd-2009.

MTs al-Junaidiyah yang notabenenya berbasiskanigi&ad Islam secara
otomatis mengakomodir pembelajaran al-Quran datsharan struktur mata
pelajaran dari BSNP yang dimuat dalam mata pelajal®ur’an Hadis dua jam
perminggu. - Namun demikian, MTs al-junaidiyah Watamg telah
mengakomodir baca tulis al-Qur'an sebagai muatkal lkarena disatu sisi materi
pelajaran al-Qur'an Hadis dianggap sangat teoritian lebih mementingkan
pengembangan aspek kognitif peserta didik, sehifkggang menyentuh aspek
keterampilan membaca dan menulis al-Qur'an peshbdifi. Di sisi lain proses
penerimaan peserta didik di MTs al-Junaidiyah Watame tidak ada persyaratan

yang menekankan agar peserta didik yang diterilmash@ampu membaca dan



menulis al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu ada liesan yang dilakukan agar
peserta didik yang tidak mampu membaca dan meais3ur'an dengan baik
dapat dikembangkan agar lebih baik sesuai dendamktéasohah dan hukum
tajwid bahkan sampai pada level qari’-gari’ah dahgkafi.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa muatasdl BKQ yang
diselenggarakan di MTs al-Junaidiyah merupakan apeiyuk memberikan bekal
pengetahuan dan keterampilan membaca dan men@igran serta pemahaman
terhadap nilai-nilai al-Quran pada peserta didik.

Kondisi implementasi kurikulum muatan lokal BTQMT s al-Junaidiyah
Watampone diformat dalam bentuk kelasifikasi yaif);peserta didik yang sama
sekali belum mampu membaca dan menulis al-Qur'drerikian kesempatan
untuk mengikuti pelajaran kelas tingkat satu; (@3eyta didik yang sudah mampu
untuk membaca dan menulis al-Quran dengan kemampedang (membaca
tanpa memperhatikan fashohah dan tajwid) diberik@sempatan untuk
mengikuti kelas tingkat dua; (c) dan bagi peseidé&dang sudah dianggap mabhir
akan diberikan kesempatan untuk mengikuti kelagk#h tiga yang dibagi
menjadi dua kelas vyaitu; (1) kelas khusus Qari Qamiah (2) kelas khusus
menulis indah al-Qur'an (kaligrafi).

Gambaran kondisi yang telah dipaparkan di atah telendorong penulis
untuk mengetahui, mengkaji dan megnalisa secaralaen dan komprehensif
proses pengembangan kurikulum muatan lokal BTQ yamglah
diimplementasikan di MTs al-Junadiyah. Oleh karena penelitian ini,

diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dalg@aya perbaikan dan
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penyempurnaan dalam pengembangan kurikulum muat&al IBTQ yang
diselenggarakan pada MTs al-Junaidiyah Watampombupaten Bone Provinsi

Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

MTs al-Junaidiyah Watampone telah mengakomodiaBRadis al-Qur’an
(BTQ) dalam pelajaran kurikulum muatan lokal yangjatkan dua jam dalam
satu minggu, tentu alokasi waktu dua jam permindgiak cukup untuk
mendalami al-Qur’an.

Begitu banyak faktor yang melatar belakangi dalpengembangan
kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah \&pone, hal ini dapat

dilihat dalam bagang berikut ini:

Faktor yang melatar Fokus Dampak
belakangi
Y ¥
1. Aspek sosial Pengembangan kurikulum muatan lokal v
Masyarakat BTQ . :
2. Kepala madrasah 1. Desain kurikulum Hasil belgjar
- Kemampuan a. Need assessment .
merancang b. Pengembangan komponen kurikulur Keterampilan
kurikulum BTQ muatan lokal BTQ membaca dan
3. Guru c. Desain silabus dan RPP kurikulum menulis al-
- Kemampuan muatan lokal BTQ Quran
mengimplementasi 2. Implementasi kurikulum (BTQ) -
peserta didi

kan kurikulum
BTQ yang telah
didesain
4. Sarana
5. Peserta didik
- Keterampilan
membaca dan

a. Kesesuaian antara perencanaan
dengan implementasi

b. Pengembangan strategi dan metode
pembelajaran

c. Pemanfaatan media pembelajaran

b. Gambaran interaksi dalam

pembelajaran

Gambar 1.1: Rumusan Masalah Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikdiahwa faktor yang
melatar belakangi keberhasilan pengembangan kunkuhuatan lokal BTQ di
MTs al-Junaidiyah adalah aspek sosial masyarakag yaasih bersifat religious
dan masih memegang nilai-nilai al-Qur’an, kemampkiapala Madrasah dalam
manajemen dan merancang kurikulum muatan lokal BK€mampuan guru
dalam mengimplementasikan, sarana dan prasararia, ksmampuan peserta
didik membaca dan menulis al-Qur’an.

Upaya untuk menghindari bias yang luas dan untudnymsuaikan
kemampuan penulis, serta waktu penelitian, makalpem ini difokuskan untuk
mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan, dan menganaecara mendalam
bagaimana pengembangan kurikulum muatan lokal BadaMTs al-Junaidiyah
Watampone Kabupaten Bone?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pestampgnelitian dalam
pembahasan ini terdiri atas:

1. Bagaimana desain kurikulum muatan lokal BTQ di MalsJuanaidiyah
Watampone?
a. Bagaimana pelaksanaanneed assessment untuk pengembangan
kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyatat&mpone?
b. Bagaimana pengembangan komponen-komponen kumkorduatan lokal
BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
1). Bagaimana pengembangan tujuan kurikulum muktiead BTQ di

MTs al-Juanaidiyah Watampone?
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2). Bagaimana pengembangan materi kurikulum mulaticed BTQ di
MTs al-Juanaidiyah Watampone?
3). Bagaimana pengembangan metode pembelajarédulkun muatan
lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
4). Bagaimana sistim evaluasi kurikulum muatan loBaQ di MTs al-
Juanaidiyah Watampone?
c. Bagaimana pengembangan silabus dan RPP kurikohuatan lokal
BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone?
2. Bagaimana implementasi kurikulum muatan lokalTQBdi MTs al-
Juanaidiyah Watampone?
a. Apakah ada kesesuaian antara perencanaan kumikatatan lokal BTQ
yang telah dibuat oleh guru dengan implementagj yilakukan?
b. Bagaimana pengembangan strategi dan metode galaroelajaran BTQ
di MTs al-Junaidiyah Watampone?
c. Bagaimana pemanfaatan media dalam pembelajafgh @@ MTs al-
Junaidiyah Watampone?
d.Bagaimana interaksi pembelajaran dalam prosesbgamran BTQ di

MTs di MTs al-Junaidiyah Watampone?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan penelitian ini  untuk mengetahui, nkatig

mendeskripsikan, dan menganalisa, secara mendafdamg:
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1. Desain kurikulum muatan lokal BTQ di MTs al-Juigingah Watampone.
a. Pelaksanaan kegiatamed assessment untuk pengembangan kurikulum
muatan lokal BTQ di MTs al-Juanaidiyah Watampone.
b. Pengembangan komponen-komponen kurikulum muatat BTQ di
MTs al-Juanaidiyah Watampone
1). Pengembangan tujuan kurikulum muatan lokal BdiQVITs al-
Juanaidiyah Watampone.
2). Pengembangan materi kurikulum muatan lokal BJdiQMTs al-
Juanaidiyah Watampone.
3). Pengembangan metode pembelajaran kurikulumamuekal BTQ di
MTs al-Juanaidiyah Watampone.
4). Sistim evaluasi kurikulum muatan lokal BTQMI's al-Juanaidiyah
Watampone.
c. Pengembangan silabus dan RPP kurikulum muakaih BTQ di MTs al-
Juanaidiyah Watampone.
2. Implementasi kurikulum muatan lokal BTQ dalam pelajagan di MTs al-
Juanaidiyah Watampone.
a. Kesesuaian antara perencanaan kurikulum musitah BTQ yang telah
dibuat oleh guru dengan implementasi yang dilakukan
b. Pengembangan strategi dan metode dalam penrhel&dQ di MTs al-
Junaidiyah Watampone.
c. Pemanfaatan media dalam pembelajaran BTQ di BlT3unaidiyah

Watampone.
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d. Gambaran interaksi pembelajaran dalam prosedgiaaran BTQ di

MTs di MTs al-Junaidiyah Watampone.

D. Manfaat Penelitian

Signifikansi hasil penelitian ini diharapkan dagahanfaatkan antara lain

sebagai berikut:

1. SecaraTeoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuagmmertajam dan
menambah khasanah teoritik di bidang pengembangakukium muatan
lokal, terutama pada tahap pengembangesd assessment kurikulum
muatan lokal; pengembangan komponen-komponen Kurikumuatan
lokal yang terdiri dari pengembangan tujuan peajbedn BTQ,
pengembangan materi pembelajaran BTQ, pengembangatode
pembelajaran BTQ, sistim evaluasi pembelajaran BT@an
pengembangan silabus dan RPP kurikulum muatan |10R&0Q.
Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai roahasukan dalam
implementasi kurikulum muatan lokal, khususnya kea&an antara
perencanaan kurikulum muatan lokal yang telahatilmleh guru dengan
implementasi yang dilakukan, pengembangan stradgh metode
pembelajaran BTQ, pemanfaatan media, dan gambataraksi dalam

proses pembelajaran BTQ.
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2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumgga dalam upaya

untuk menyempurnakan penyelenggaraan kurikulum anuakal BTQ di

MTs al-Junaidiyah Watampone Kebupaten Bone.

a).

b).

C).

d).

f).

Bagi Guru muatan lokal BTQ, hasil penelitiam dapat dijadikan
sebagai bahan penyempurnaan dalam implementakukuri muatan
lokal.

Bagi Kepala Madrasah, hasil penelitian ini dagigadikan sebagai
bahan masukan dalam kerangka perbaikan penyele@ygkurikulum
muatan lokal pada MTs al-Junaidiyah Watampone KataipBone.
Bagi Supervisor, penelitian ini dapat dijadikssebagai bahan supervisi
dalam menyempurnakan kurikulum muatan lokal.

Komite sekolah/madrasah, hasil penelitian ini dajyadikan sebagai
dasar dalam melakukan pengawasan terhadap peragejodadidikan

khususnya penyelenggraan kurikulum muatan lokal.

. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Bone, hasikfitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka parbadan
pengembangan program penyelenggaraan kurikulumamuédkal di
Kabupaten Bone.

Bagi Program Studi Pengembangan Kurikulum, Ihpsnelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi panglénelitian

lebih lanjut.
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E. Kerangka Pikir

Kegiatan penelitian memerlukan alur kerja yang sjelagar dalam
pelaksanaannya tidak terjadi kekeliruan, kesaldimmpan, dan penyimpangan,
maka peneliti perlu menyusun kerangka berpikir gabdasar dan panduan mulai
dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai padad&hapmtau pelaporan. Lebih

jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini:

Rancangan
kurikulum
» muatan lokal
BTQ
Faktor ) :
-Masayarakat Hasll belajlar
-Kepala Keterampilan
Madrasah » peserta didik
-Guru membaca dan
-Peserta didik menulis al-Qur'an
-Saran
Implementasi
.| kurikulum
“| muatan lokal
BTQ

Gambar 1. 2: Kerangka Pikir
Penelitian ini difokuskan pada proses pengembargaikulum muatan
lokal BTQ di MTs al-Junaidiyah. Di awali dengan rerah dan menganalisa
faktor yang melatar belakangi pengembangan kumkuBTQ dan membuat
desain kurikulum dengan melakukameed assessment (analisis kebutuhan)
terhadap lingkungan masyarakat serta menganalibatidgan peserta didik.
Selanjutnya merumuskan komponen kurikulum mulaii dajuan kurikulum,

materi, metode, dan sistim evaluasi dalam pembalajgang dijabarkan dalam
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rumusan silabus dan RPP dengan mempertimbangkasuan antar komponen-
komponen kurikulum muatan lokal BTQ.

Keberadaan kurikulum muatan lokal BTQ yang telahideshin tentu
membutuhkan implementasi dalam pembelajaran, haflapat dilakukan oleh
para guru dengan menyusun RPP sebagai pedoman dadambelajaran.
Kemampuan guru untuk membuat dan menyusun RPP tsangabantu
kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran dan dnesgdah satu kunci
keberhasilan pembelajaran di kelas. Lebih lanjlardgpembelajaran, guru harus
memperhatikan kesesuaian antara desain yang tidlaat dlengan pelaksanaan di
kelas, baik pengembangan strategi dan metode pejatzel, pemanfaatan media,

dan bentuk interaksi yang dikembangkan dalam prosewelajaran.



